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TENTANG

PENUNJUKANBENDAIIARAPENGELUARANPADA
SATIIAIT I{ER.'A DI!5AS LItrGIH'ilGAl{ I{IDUP DAN KEIIUTAITAN

I{ABUPATEU IIALMAHERA BARAT
TAITUN AI{GGARAN ?.0T6

BUPATT TIAI,ITAIIERA BARAT'

Menimbang : a. hahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program

dan Kegiatan serta tertibnya administrasi keuangan di

satuan -Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Halma-hera Barat, rrraka dipandang perlu
menunjuk Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkurrgan F{idup

dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2076;

b. bahwa Saudara NONI MOH. ARIF, yang diusulkan oleh
pejabat Penggurm Anggaran Dinas tr ing!<ur*gan Hidup dan

Kehutanan Kabupatett Ualmahera Barat, dianggap cakap'
mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi
untul melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pada satuan Kerja Kepala Dinas

Lingkungan Hid;p dan Kehutanan Kabupaten Halmahera

tsarat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu rnenetapkan Keputusan Bupati tentang
penunjukan Bindahara Pengeluaran 

_ 
Pada Satuan Kerja

Dinas Lillgkumgan Flidup dan Kehtrtanar'r Kabupaten

Halmahera Barat Tahun Anggaran 2OL6;

Mengingat : 1. UndanSund.ang Nomor 6_O Tahun 1958 tentang Penetapan

Undan[-undang Nomor 23 Darurat Ta]run 1957 tentang
pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
witrayah Daerah swatantr-a Tingkat I Mallrku r,nenjadi

Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok-pokok
Xepega:waian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku utara, Kabupaten Buru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2OOO;
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4. Undang-unclang Nomor 1 Tahun 2OA3 tentang

pembentukan ?abupaten Haimahera Utara, Kabupaten

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan sula'

KabupatenHalmaheraTimrrrdanKotaTidoreKeprrlanran
di Provinsi Maluku Utara;

5.Undang-und.angNomorTTTahun2oo3tentangKeuangan
Negara;

6- Undang-undang Nomor
Perbendaharaan Negara;

1 Tahun 2AA4 tentang

7. Und.ang-undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang

PembentukanPeraturanPerundang-undangan;

8. Undang-undang Nomor 23

Pemerintahan Daerah;

g.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2005tentangDana
Perimbangan;

l0.PeraturanPemerintahNomor53Tahun2oo5tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2ooTtentang
Pembagian Urusan Pemerint ahan antara Pemerintah'

PemerintahanDaerahPropinsidanPemerintahanDaerah
Kabupaten lKota;

l2.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagalmana telah diubah ketiga kalinya_dengan Peraturan

Mentlri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Oll;

13.PeraturanDaerahKabupatenHalmaheraBaratNomor2
Tahun2ol,5tentangPembentukanOrganisasiDinas-dinas
Daerah KabuPaten Halmahera Barat;

14.PeraturanDaerahKabupatenHalmaheraBaratNomor
Tahun2oLtentangAnggaranPendapatandanBelanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran

2016;

Memperhatikan : surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kabupaten Halmahera Barai Nomor : 954 l69612Ol5
tanggal2lDesember2ol5perihalUsulanBendaharawan
eengeluaran dan Bendaharawan Penerimaan'

MEMUTUSKAN:

MenetaPkan

KESATU

Tahun 2014 tentang

Menunjuk Saudara NONI MOH' ARIF' NIP' 19761017

20O1 ti Z OOZ, sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan

Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten

Halmahera garat Tahun Anggaran 2016' dengan atasan

i""g".r"g Pejabat Pengguna Anggaran Kepala Dinas-ii;;k;""gr.r, 
rtidrrp dan Ght'ttttan Kabupaten Halmahera

Barat. /
*/
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Kadis LH & Kehutanan / tg/
Kabag. Hukum & Orgs.
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Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungiawabnya
tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 dan ketentuan perat\tran perundang-
undangan yang berlaku.

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara Pengeluaran
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai
berikut :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : CIf Jjsr:ari A016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

lil
NAMTO H. ROBA

Tembusan DisamPaikan KePada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Penvakilan Maluku Utara diTernate,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SPESIMEN
BENDAHARA PENGELUARAN

TANDA TANGAN PARAF
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